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Abstrak 
 
Dalam kehidupan sosial ada hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat 
yang kemudian disebut hukum adat. Aturan itu tidak boleh bertentangan dengan hukum 
yang berlaku secara Nasional, namun hukum adat dan hukum pidana adat masih digunakan 
di daerah-daerah tertentu, khususnya di daerah Gampong Keude Krueng Geukueh, 
Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.Penelitian ini melihat bagaimana proses 
penyelesaian dan penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina itu 
sendiri, serta hambatan yang ditemui dan upaya mengatasi hambatan pada penerapannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian dan penerapan sanksi 
pidana adat terhadap pelaku tindak pidana zina itu sendiri, serta hambatan yang ditemui dan 
upaya menagatasi hambatan pada penerapannya. Metode kualitatif dengan bentuk 
penelitian yuridis empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis menjadi metode penulis 
dalam melakukan penelitian ini.Hasil dari penelitian ini bahwa  proses  penyelesaian  perka-
ra  zina  di  Gampong  Keude  Krueng  Geukueh diselesaikan melalui  musyawarah  adat  den-
gan  sanksi  yang  diberikan  merujuk  pada  sanksi  terdahulu  yang  telah  diterapkan  oleh  
para  pemuka  adat .  Hambatan  dalam  penerapan  sanksi  pidana  adat  adalah  faktor  pe-
negak  hukum  yang  masih  memiliki  rasa  simpati  kepada  pelaku  sehingga  berdampak  
pada  pemberian sanksi dan  faktor  masyarakat  yang  ragu  melapor,  sehingga  upaya  yang  
dilakukan  untuk  mengatasi  hambatan  tersebut  adalah  dengan  melakukan  pembinaan 
adat  dan  syara’,  sosialisasi  adat,  serta  penetapan  kebijakan  oleh  pemerintah  Gampong. 
 
Kata Kunci: Hukum Pidana Adat, Tindak Pidana Zina, Peradilan Adat, Aceh 
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1. PENDAHULUAN 
Hukum pidana adat 
mengatur tindakan yang 
melanggar perasaan keadilan dan 
kepatutan yang hidup di tengah 
masyarakat, sehinga menyebabkan 
terganggunya ketentraman serta 
keseimbangan masyarakat 
(Santoso, 1990:9).  
Keberadaan hukum pidana 
adat pada maasyarakat merupakan 
pencerminan kehidupan 
masyarakat tersebut dan pada 
masing-masing daerah memiliki 
hukum pidana adat yang berbeda 
sesuai dengan adat istiadat yang 
ada di daerah tersebut dengan ciri 
khas tidak tertulis ataupun 
terkodifikasikan (Anwar, 1997: 
11).  
Di samping berlakunya Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana 
(KUHP) sebagai payung hukum  
pidana, juga  terlihat pada aspek-
aspek tertentu dalam kehidupan 
bermasyarakat, penerapan hukum  
adat yang bersifat pidana dalam  
bentuk pemberian sanksi berupa  
sanksi denda, diusir dari  
kampung, serta dikucilkan dari  
pergaulan masyarakat. Masyarakat  
mengakui sanksi tersebut  
memiliki kekuatan berlaku yang  
sama dengan hukum pidana  
dalam KUHP, sebab sanksi  
tersebut  merupakan  kesepakatan  
yang telah ditetapkan oleh  
pemuka-pemuka adat  
sebelumnya. Pemuka adat tersebut  
tergabung dalam suatu lembaga  
adat baik yang bersifat formal  
maupun non formal (Anwar, 1997: 
15).  
Pada umumnya  
penyelenggaraan Peradilan Adat  
dilakukan oleh Lembaga  Gampong  
dan Mukim. Hal yang sama  berlaku  
untuk seluruh Aceh (Ismail, 2008: 
10). Berdasarkan penelitian yang  
dilakukan adalah di Gampong  
Keude Krueng Geukueh, maka  
Lembaga Adat sebagai institusi  
peradilan adalah Lembaga Adat  
Gampong. Lembaga Adat Gampong  
terdiri atas:1) Meunasah sebagai  
lembaga tempat musyawarah/duk  
pakat dan tempat penyelesaian 
perkara/sengketa adat. 2) 
Keuchik/Kepala AdatGampong  
sebagai Hakim perdamaian. 3) 
Imuem Meunasah dan Tuha Peut,  
sebagai perangkat Gampong.  
Unsur Tuha Peut, terdiri atas unsur  
ulama Gampong, tokoh  
masyarakat termasuk pemuda dan  
perempuan, pemuka adat dan 
cerdik pandai/cendikiawan 
(Aswar, 2004: 6).   
  
Para pemangku adat ini  
yang kemudian melaksanakan  
proses peradilan dan memutuskan  
dengan adil segala sengketa  yang  
ada di Gampong, termasuk di 
dalamnya mengenai kasus zina.  
Khusus mengenai delik perzinaan  
diatur dalam Pasal 284 yang  mana  
KUHP merumuskan bahwa  
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hubungan seksual di luar  
pernikahan  hanya merupakan  
suatu kejahatan (delik perzinaan)  
apabila para pelaku atau salah  
satu pelakunya adalah orang yang  
telah terikat perkawinan. Apabila  
perbuatan tersebut dilakukan oleh  
dua orang yang belum terikat  
perkawinan maka menurut  KUHP  
mereka tidak dapat dikatakan  
melakukan tindak pidana  
perzinaan. KUHP juga  menetapkan  
bahwa delik perzinaan termasuk  
ke dalam salah satu  delik aduan  
absolut.  
 Artinya  meskipun  telah  
terjadi  perzinaan  sebagaimana  
diatur  dalam  Pasal  284  KUHP,  
maka  pelakunya  tidak  dapat  
dituntut  pidana  apabila  tidak  ada  
pengaduan  dari  pihak  suami  
atau  istri  yang  dirugikan.  
Sesungguhnya  yang  menjadi  
masalah  dalam  delik  perzinaan  
KUHP  ini  tidak  semata-mata  
terletak  pada  aspek  delik  aduan  
absolut.  Rumusan  tentang  
deliknya  pun  tidak  sesuai  
dengan  nilai-nilai  kesusilaan  
masyarakat  Indonesia  yang  
religius  dan  mayoritas  memeluk  
agama  Islam.  Dalam  agama  Islam  
delik  perzinaan  dirumuskan  
sebagai  hubungan  seksual  
(persetubuhan)  antara  pria  
dengan  wanita  yang  tidak  terikat  
oleh  perkawinan  yang  sah  yang  
dilakukan  secara  sengaja (Dahlan, 
1996: 2026). 
Bagi  masyarakat  Gampong  
Keude  Krueng  Geukueh,  Kecama-
tan  Dewantara,  Kabupaten  Aceh  
Utara,  perzinaan  dianggap  meru-
pakan  suatu  perbuatan  yang  me-
rusak  norma  dalam  masyarakat.  
Ketentuan  Islam  yang  melarang  
perzinaan  menjadi  alasan  dasar  
masyarakat  setempat  ikut  turut  
serta  dalam  mengambil  tindakan  
pada  kasus  perzinaan  yang  ter-
jadi  di  Gampong  tersebut.Untuk  
mengantisipasi  akan  terjadinya  
perzinaan,  pemerintah  Gampong  
membentuk  suatu  organisasi  
pemuda  yang  bernama  Karang  
Taruna  Adee  Beurata  untuk  me-
mantau  setiap  yang  dicurigai  
akan  melakukan  tindakan  terse-
but.  Para  pemuda  yang  terga-
bung  dalam  organisasi  tersebut  
akan  menangkap  para  pelaku  
zina  untuk  kemudian  diadili  oleh  
para  pemangku  adat  Gampong  
setempat. 
Pelaku perzinaan akan  di-
adili secara adat di  meunasah 
Gampong setempat oleh  para  pe-
mangku adat  yang  akan bertindak 
sebagai majelis  hakim.  Kemudian 
keluarga dari kedua belah pihak 
akan turut dihadirkan  agar  dapat 
melakukan mediasi terkait sanksi 
adat yang  akan diberikan kepada 
kedua belah pihak.  Mekanisme 
seperti itu sudah dilakukan sejak 
tahun  2011  dan terus dijalankan 
hingga saat ini. 
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Pada tahun  2017 terjadi sa-
tu kasus perzinaan  di  Gampong 
Keude Krueng Geukueh,  Kecama-
tan Dewantara,  Kabupaten  Aceh  
Utara. Kasus ini kemudian disele-
saikan secara adat  di  peradilan 
adat desa setempat dengan mene-
rapkan sanksi  yang  berlaku seca-
ra adat  pula. Memperhatikan  hal  
tersebut,  maka  penulis  
bermaksud  untuk  membahas 
tentang “Sanksi Pidana Adat Studi 
terhadap Kasus Perzinaan di 
Keude Krueng Geukueh”. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Jenis  penelitian  yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini  
adalah  jenis  penelitian  kualitatif 
dengan menggunakan pendekatan 
yuridis sosiologis dan bersifat 
deskriptif. Penelitian ini berlokasi 
di Gampong Keude Krueng 
Geukueh, Kecamatan Dewantara, 
Kabupaten Aceh Utara. Pada 
penelitian ini merujuk kepada 
teori sistem hukum yang 
dikemukakan oleh Friedman, yaitu 
bahwa efektif dan berhasil-
tidaknya penegakan hukum  
tergantung pada tiga  unsur  sistem  
hukum, yakni struktur hukum  
(legal struktur),  substansi hukum  
(legal substance), dan budaya  
hukum  (legal  culture). Sumber 
data dalam penelitian ini yaitu  
data  yang  didapat  langsung  dari  
informan dan responden sebagai  
sumber utama melalui kegiatan  
penelitian lapangan. Yang  menjadi  
informan dalam penelitian ini  
adalah: 1) Keuchik Gampong  
Keude Krueng Geukueh, 2) Tuha  
Peut Gampong Keude Krueng  
Geukueh (1 Orang), 3) Tokoh Adat 
(Orang). Sedangkan yang menjadi 
responden dalam penelitian ini 
adalah: 1) Kepala Kepolisian  
Sektor Dewantara dan 2) Guru 
SMAN 1 Dewantara (Orang). 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Islam sebagai agama yang  
universal telah mengatur etika  
pergaulan muda-mudi dengan  
baik. Cinta  dan  kasih  sayang  laki-
laki dan perempuan  adalah  fitrah 
manusia yang merupakan  karunia  
Allah. Untuk menghalalkan hubun-
gan laki-laki dan perempuan, Islam 
menyediakan lembaga perkawi-
nan. Tujuan utama  agar  hubungan  
laki-laki dan perempuan diikat  
dengan tali perkawinan adalah  
untuk menjaga dan memurnikan  
garis keturunan (nasab) dari anak  
yang lahir dari hubungan suami  
isteri. Kejelasan ini penting untuk  
melindungi masa depan anak  yang  
dilahirkan tersebut (Abubakar dan 
Hasan, 2006: 47). 
Qanun Nomor 6 Tahun  
2014 Tentang Hukum Jinayat hadir  
untuk mencegah terjadinya zina.  
Hal ini membuktikan bahwa zina  
dilarang dalan kehidupan masya-
rakat adat Aceh. Larangan  khalwat  
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yang juga terdapat di dalam  
Qanun Nomor 6 Tahun  2014 ada-
lah pencegahan dini bagi perbua-
tan zina. Larangan ini berbeda  
dengan beberapa jarimah lain. La-
rangan zina justru dimulai dari  
tindakan-tindakan yang mengarah  
kepada zina. Hal  ini mengindikasi-
kan betapa Islam sangat memper-
hatikan kemurnian nasab seorang  
anak manusia (Abubakar dan Ha-
san, 2006: 47). 
Nabi menunjukkan batas-
batas pergaulan antara laki-laki  
dan perempuan yang bukan mu-
hrimnya, seperti: 1) Nabi melarang  
seorang perempuan berhubungan  
dengan laki-laki yang bukan mu-
hrimnya tanpa ditemani oleh mu-
hrim si wanita; 2)Nabi melarang  
khalwat dengan wanita yang sudah  
dipinang, meski Islam memboleh-
kan laki-laki memandang perem-
puan yang dipinangnya untuk  
meyakinkan dan memantapkan  
hatinya; 3) Nabi melarang  seorang  
laki-laki  masuk  kerumah wanita  
yang tidak bersama muhrimnya  
atau orang lainnya; 4) Nab  mela-
rang wanita berpergian tanpa  di-
temani muhrimnya (Abubakar dan 
Hasan, 2006: 47). 
Pengertian khalwat menu-
rut Qanun Nomor 6 Tahun 2014  
Pasal  1  angka  23,  khalwat adalah  
perbuatan berada pada tempat  
tertutup atau tersembunyi antara  
2 (dua) orang  yang berlainan  
jenis kelamin yang bukan  mahram  
dan tanpa ikatan perkawinan  
dengan kerelaan kedua belah  
pihak yang mengarah pada  
perbuatan zina. Khalwat dilarang  
dalam Islam karena perbuatan ini  
bisa menjerumuskan orang kepada  
zina, yakni hubungan intim diluar  
perkawinan yang sah. Adapun ke-
tentuan-ketentuan materil tentang  
ancaman khalwat  yang  diatur da-
lam Qanun Nomor 6 Tahun 2014  
yaitu dalam Pasal 23 yang isinya  
setiap orang yang dengan  sengaja  
melakukan khalwat diancam  
dengan ‘uqubat ta’zir cambuk  
paling banyak 10 (sepuluh) kali  
atau denda paling banyak 100  
gram emas murni atau penjara  
paling lama 10 (sepuluh) bulan. 
 
3.1 Penyelesaian Tindak Pidana 
Zina Menurut Hukum Pidana 
Adat 
Terdapat  beberapa  landa-
san  hukum  yang  cukup  kuat,  
yang  membolehkan  pemerinta-
han  gampong  dan  pemerintahan  
mukim  melakukan  sejenis  pera-
dilan  untuk  menyelesaikan  per-
selisihan  atau  persengketaan  
yang  terjadi  dalam  wilayahnya.  
Gampong  dan  mukim  merupakan  
masyarakat  hukum  adat  Aceh,  
yang  memiliki  kriteria  dan  ka-
rakteristik  tertentu  yang  membo-
lehkannya  melakukan  sejenis  pe-
radilan.  Kriteria  tersebut  menu-
rut  Teuku  Djuned  sebagaimana  
dikutip  oleh  Taqwaddin  adalah: 
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1) Menjalankan  sistem  pemerin-
tahan  sendiri; 2) Menguasai  dan  
mengelola  SDA  dalam  wilayah-
nya  untuk  kemanfaatan  war-
ganya; 3 Bertindak  ke  dalam  
mengatur  dan  mengurus  warga  
serta  lingkungannya,  dan  bertin-
dak  keluar  atas  nama  perseku-
tuan  sebagai  badan  hukum; 4) 
Hak  ikut  serta  dalam  setiap  
transaksi  yang  menyangkut  ling-
kungannya; 5) Hak  membentuk  
adat,  dan 6) Hak  menyelenggara-
kan  sejenis  peradilan. 
Dalam  tatanan  kehidupan  
masyarakat  Aceh,  terutama  di  
Gampong-gampong  di  seluruh  
kawasan  Provinsi  Aceh,  bila  ter-
jadi  perselisihan  dan  persengke-
taan  antar  warga  masyarakat,  
pada  umumnya  masih  menggu-
nakan  norma-norma/kaidah  adat  
dalam  penyelesaiannya.  Bagi ma-
syarakat  Gampong  Keude  Krueng  
Geukueh,  cara-cara  penyelesaian  
semacam  itu  dipandang  sebagai  
suatu  cara  adat  untuk  mencapai  
keseimbangan  dalam  kehidupan,  
sehingga  terwujud  kerukunan,  
ketentraman,  kedamaian  dan  ke-
sejahteraan.  Hidup  damai  menu-
rut  mereka  adalah  suatu  dam-
baan  yang  dapat  mewujudkan  
keadilan,  kemakmuran,  kebaha-
giaan  dan  kesejahteraan  masya-
rakat. Dari  sisi  hukum  adat  dan  
adat  istiadat,  menurut  mereka  
bukan  kepastian  hukum  yang  
mereka  ingin  tegakkan,  melain-
kan  bagaimana  nilai-nilai  ke-
seimbangan  hidup  kebersamaan  
dalam  masyarakat  itu  dapat  me-
reka  wujudkan. 
Dalam  pengurusan  dan  
penyelesaian  sengketa-sengketa  
adat,  tidak  ada perbedaan  sistem  
proses  penyelesaian  antara  per-
buatan  pelanggaran  perdata  atau  
pidana.  Artinya  satu  sistem  pe-
radilan  adat,  yaitu  melalui  insti-
tusi  lembaga  adat.  Demikian  juga  
penerapan  standar  hukum  adat  
tidak  didasarkan  pada  “nulla  
poena  sine  lege”  (tidak  ada  hu-
kuman  kalau  tak  ada  undang-
undang),  melainkan  didasarkan  
pada  ada  tidaknya  terjadi  gang-
guan  yang  menimbulkan  ketidak  
seimbangan,  sehingga  menda-
patkan  reaksi  dari  masyarakat.  
Materi  hukum  adat  yang  dite-
rapkan  adalah  norma-norma  
adat  yang  berlaku  menurut  
standar  penetapan  hasil  musya-
warah  setempat  (ajaran  keputu-
san/beslissingenleer) (Aswar, :7). 
Perbuatan  zina  merupakan  
suatu  tindak  pidana,  maka  pro-
sesi  pengurusan  (semacam  hu-
kum  acara  pidana  adat)  harus  
sangat  segera  ditangani  oleh  
Keuchik.  Proses  dan  prosedural  
pengurusannya  adalah  sebagai  
berikut: 1)Memberi  pengamanan  
secepatnya  melalui  tindakan  pe-
nahanan  dalam  bentuk  perlin-
dungan  kepada  kedua  belah  pi-
hak,  dengan  jalan; melindungi si 
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pelaku disuatu tempat yang  dira-
hasiakan.  
Dalam hal ini lembaga adat  
Gampong Keude Krueng Geukueh  
tidak mengenal adanya rumah ta-
hanan/penjara atau lembaga pe-
masyarakatan. Biasanya akan di-
amankan sementara di rumah  
Keuchik atau di rumah keluar-
ganya; mengkondusifkan suasana,  
terutama pihak keluarga; perang-
kat Gampong pro aktif, menghu-
bungi berbagai pihak; Siapapun  
yang melihat atau mengetahui  pe-
ristiwa itu terjadi, tertangkap  tan-
gan dapat segera melaporkan ke-
pada Keuchik dan kemudian men-
gambil langkah-langkah pengama-
nan dan penyelesaian. 2) Keuchik-
bersama perangkat Gampong  
langsung melakukan penyelidikan  
dan penyidikan kepada para pihak,  
dengan berbagai cara pendekatan,  
diluar persidangan musyawarah  
formal. 3) Orang tua (keluarga  pa-
ra  pihak) harus terus berupaya  
membuat suasana kondisioning  
masing-masing pihak, melalui pe-
nyadaran segala perbuatan dan  
tingkah laku yang menyebabkan  
mereka bersengketa. 4) membuka  
sidang musyawarah di Meunasah. 
5) Prosesi persidangan musyawa-
rah dilakukan dengan mendengar-
kan pembelaan masing-masing  
pihak secara formal dalam persi-
dangan dihadapan perangkat  
Gampong selaku badan yang ber-
wenang menyelesaikan sengke-
ta).6) Keputusan sidang musyawa-
rah. 7) Eksekusi/menjalankan ke-
putusan oleh  Keuchik  dalam suatu  
upacara yang ditetapkan pada  
waktu yang disetujui bersama. Pe-
nyelesaian sengketa perzinaan  
yang terjadi  di Gampong Keude  
Krueng Geukueh, Kecamatan  
Dewantara, Kabupaten Aceh  
Utara, pada 3 Agustus 2017 pun  
mengikuti mekanisme  
sebagaimana prosedur pada poin-
ter-pointer yang  telah  dijelaskan  
di atas. 
Pada  3  Agustus  2017  di  
Gampong  Keude  Krueng  Geu-
kueh,  Kecamatan  Dewantara,  Ka-
bupaten  Aceh  Utara,  telah  dila-
kukannya  penyelesaian  perkara  
Zina  melalui  rapat  adat  Gampong  
oleh  warga  Gampong  Keude  
Krueng  Geukueh  dan  Lancang  
Barat,  keduanya  berada  dalam  
Kecamatan  Dewantara,  Kabupa-
ten  Aceh  Utara (Rusli, 2018). 
Berdasarkan  kejadian  di-
tangkapnya  oleh  warga  Dusun  
Cot  Trieng  Gampong  Keude  Kru-
eng  Geukueh,  Kecamatan  Dewan-
tara,  Kabupaten  Aceh  Utara,  pa-
da  hari  Rabu  Tanggal  2  Agustus  
2017  pukul  09:00  -  16:00  wib  di  
Komplek  rumah  tanah  wakaf  
Mesjid  Bujang  Salim  Dusun  Cot  
Trieng.  Pelaku  yang  bernama  
Suryadi  bin  Zainal  Abidin  dan  
Nurhayati  binti  M.  Yusuf  kedua-
nya  berstatus  belum  kawin  telah  
melakukan  perbuatan  yang  me-
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langgar  reusam  adat  Gampong  
dan  Qanun  Aceh  Nomor  6  Tahun  
2014,  dan  perzinaan. 
Keduanya telah memberi-
kan kesaksian kejadian didepan  
keluarga masing-masing, Kepala  
Dusun Cot Trieng, Tuha Peut  Gam-
pong, Wilayatul Hisbah, dan  Keu-
chikGampong Keude Krueng  Geu-
kueh, dan saksi. Sehingga kemu-
dian kedua pihak setuju menyele-
saikan perkara secara adat  Gam-
pong melalui rapat adat Gampong  
dengan susunan majelis siding—
sebagaimana disebutkan dalam 
wawancara dengan Rusli (2018)—
sebagai  berikut: 1) Geuchik  Gam-
pong TKP sebagai pemimpin rapat. 
2) Aparatur  Gampong TKP sebagai  
Notulen. 3) Keluarga  pelanggar  
laki-laki sebagai anggota. 4) Ke-
luarga pelanggar perempuan seba-
gai anggota. 4) Tuha PeutGampong  
TKP sebagai anggota. 5) Babin  
Kamtibmas sebagai anggota. 6) 
Tokoh masyarakat Gampong TKP  
sebagai anggota. 7) Aparatur  
Gampong Lancang Barat sebagai  
anggota. 8) Keluarga pelanggar  
perempuan  sebagai anggota. 9) 
Pihak Masjid  Besar  Bujang  Salim  
sebagai anggota. 10) Wilayatul  
Hisbah Kabupaten Aceh Utara wi-
layah barat sebagai anggota. 
Berdasarkan  Berita  Acara  
Penyelesaian  Perkara  Pelangga-
ran  Nomor:  470/…/BAP-
PP/2017,  Peradilan  Adat  Gam-
pong  Keude  Krueng  Geukueh,  
Kecamatan Dewantara, Kabupaten  
Aceh Utara, selaku tempat  keja-
dian perkara, dan pihak-pihak  
yang  terlibat  dalam  persidangan  
melalui Adat Gampong dengan  su-
sunan Majelis  Sidang  seperti  ter-
sebut diatas  telah  menyelesaikan  
kasus tersebut dengan cara adat.  
Pihak Gampong tempat kejadian  
perkara (TKP) yang dirugikan da-
lam  perkara  ini  meminta kepada  
pihak pelanggar dan keluarga agar  
mematuhi dan menaati aturan  
Adat Gampong yang berlaku  sela-
ma  ini  di  Gampong  TKP. 
Syahputra (2018) menyata-
kan “Perkara zina ini telah  
diselesaikan di tingkat Gampong  
secara adat melalui musyawarah  
bersama, maka dengan demikian  
perkara ini tidak perlu dilaporkan  
kepada pihak kepolisian untuk  
diproses, karena kepolisian juga  
tunduk pada Qanun Nomor 9  
Tahun 2008 yang memberikan  
kewenangan kepada Peradilan  
Adat untuk menyelesaikan  
perkara zina di tingkat Gampong.  
Melalui Surat Keputusan Bersama  
antara Gubernur Aceh, Kapolda  
Aceh, dan Ketua MAA Tahun 2011  
tentang Penyelenggaraan  
Peradilan Adat Gampong dan  
mukim atau nama lain di Aceh  
Nomor 189/677/2011, Nomor  
1054/MAA/XII/2011, Nomor  
B/121/1/2012, Polri menyatakan  
mendukung sepenuhnya  
Peradilan Adat.” 
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3.2 Penerapan Sanksi Adat terha-
dap Pelaku Tindak Pidana Zina 
 
Adapun ketentuan-ketentuan  
materil tentang larangan Zina  
yang diatur dalam Pasal 33Ayat  
(1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun  
2014 Tentang Hukum Jinayat  yang 
isinya setiap orang yang  dengan 
sengaja melakukan jarimah zina,  
diancam dengan ‘uqubat hudud 
cambuk 100  (seratus)  kali, Pasal  
33 Ayat (2) yang isinya setiap  
orang yang mengulangi  perbuatan  
zina diancam dengan ‘uqubat  
hudud cambuk 100  (seratus)  kali  
dan dapat ditambah dengan  
‘uqubat ta’zir denda paling  banyak  
120 (seratus dua puluh) gram  
emas murni atau penjara paling  
lama 12 (dua belas) bulan, dan  
Pasal 33 Ayat (3) yang isinya  
setiap orang dan/atau badan  
usaha yang dengan sengaja  
menyediakan fasilitas atau  
mempromosikan jarimah zina  
diancam dengan ‘uqubat ta’zir  
cambuk paling banyak 100  
(seratus) kali dan/atau denda  
paling banyak 1000 (seribu) gram  
emas murni dan/atau penjara  
paling  lama  100 (seratus) bulan. 
Namun dalam penerapan  
sanksi adat terhadap pelaku  
tindak pidana zina di Gampong  
Keude Krueng Geukueh,  
Kecamatan Dewantara,  Kabupaten  
Aceh  Utara,  para  pelaku  adat  
yang bertindak sebagai  majelis  
hakim pada  penyelesaian  kasus  
zina di  Gampong tersebut  tidak  
mengacu kepada Qanun Aceh  
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang  
Hukum Jinayat. Para pelaku  adat  
tersebut merujuk kepada putusan  
dari pemangku adat terdahulu  
dalam  kasus  yang  sama. 
Dalam wawancara dengan, 
Ardi Ilyas, Keuchik Gampong, dis-
ebutkan bahwa berdasarkan  Beri-
ta  Acara  Penyelesaian  Perkara  
Pelanggaran  Nomor:  470/…/BAP-
PP/2017,  pihak  Gampong  tempat  
kejadian  perkara  (TKP)  yang  di-
rugikan  dalam  kejadian  ini  me-
minta  kepada  pihak  pelanggar  
dan  keluarga  agar  mematuhi  dan  
menaati  aturan  Adat  Gampong  
yang  berlaku  selama  ini  di  Gam-
pong  dengan  ketentuan: 
Pertama, kedua pelanggar  
harus meminta maaf  kepada selu-
ruh warga Gampong melalui Apa-
rat Gampong bahwa keduanya  te-
lah melanggar Aturan Adat Gam-
pong setempat. Sanksi ini  
diterapkan sebagai bentuk  bahwa  
pelaku telah menyesali  
perbuatannya dan meminta maaf  
telah melakukan suatu perbuatan  
yang merusak norma yang hidup  
di dalam masyarakat. Prosesi  
meminta maaf ini dilakukan  
setelah sidang  perkara  selesai  
dilakukan, pelaku kemudian  
menyampaikan secara lisan  
permohonan maaf kepada  seluruh  
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aparat Gampong dan masyarakat  
yang hadir pada sidang tersebut. 
Kedua, kepada pihak yang  
bersangkutan tidak mengulangi  
perbuatan yang melangga aturan  
adat Gampong setempat. Sanksi ini  
diterapkan untuk mencegah  
adanya tindak pidana zina  
kedepannya. Sanksi  ini dibuat  
dalam bentuk perjanjian yang  
kemudian ditandatangani oleh  
pelaku. 
Ketiga, kedua  belah pihak  
pelanggar bersedia dinikahkan  
pada hari berita acara ini  dibuat. 
Kedua belah pihak bersedia untuk  
dinikahkan oleh ayah dari pihak  
perempuan dengan mahar 1  
mayam emas dan dihadiri saksi  
dari pihak perempuan. Keempat, 
edua belah pihak keluarga setuju  
untuk membayar sanksi adat  
Gampong berupa membayar 50  
zak semen, masing-masing 25 zak  
semen bagi pelanggar laki-laki  dan  
pelanggar perempuan. Sanksi  
yang  telah diterapkan ini merupa-
kan sanksi yang terus diterapkan  
dari sanksi terdahulu yang telah  
ditetapkan oleh para pemuka adat  
sebelumnya terhadap perkara  
yang sama. Disamping itu juga,  
sanksi ini dianggap sebagai  
bentuk pemulihan kembali nama  
gampong karena sudah tercemar  
akibat perbuatan yang dilakukan  
oleh pelaku. 
Kelima, Rumah pelanggar  la-
ki-laki/keluarganya yang ditempa-
ti sekarang (tempat  kejadian per-
kara/tanah wakaf mesjid), menjadi  
kewenangan mutlak pihak Masjid  
Besar Bujang Salim untuk membe-
baskan hak pakai. Rumah tempat  
dimana pelaku laki-laki dan  
keluarganya tinggal adalah  
merupakan rumah pada tanah  
wakaf milik Mesjid Besar Bujang  
Salim yang diberikan kewenangan  
kepengurusannya kepada  
pemerintah Gampong setempat. 
Sehubungan dengan terjadinya  
tindak pidana zina pada rumah  
tersebut, maka rumah dan tanah  
diambil  alih  kewenangannya  oleh  
pihak Mesjid Besar Bujang Salim. 
Disamping sanksi yang tercantum  
didalam Berita Acara tersebut, pe-
laku juga dikenakan sanksi adat  
lainnya berupa pengusiran dari  
Gampong  untuk  selamanya. 
 
3.3 Hambatan Dalam Penerapan 
Sanksi Pidana Adat terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Zina 
 
Teori sistem hukum yang  
dikemukakan  oleh Lawrence M  
Friedman bahwa efektif dan  
berhasil tidaknya penegakan  
hukum tergantung pada tiga  unsur 
sistem hukum, yakni struktur  
hukum (legal strucktur),  substansi  
hukum (legal subtance), dan  
budaya hukum (legal culture). 
Sehubungan dengan penerapan  
sanksi pidana adat terhadap  
pelaku tindak pidana zina di  
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Gampong Keude Krueng  Geukueh,  
Kecamatan Dewantara, Kabupaten  
Aceh Utara, maka terdapat  
beberapa kendala dalam hal  
penerapannya yang berkaitan  
dengan teori sistem hukum. Bebe-
rapa yang menjadi hambatan da-
lam penerapan sanksi pidana  adat  
terhadap pelaku tindak pidana  zi-
na adalah: 1)Faktor Penegak Hu-
kum (struktur hukum/legal  
strucktur).  
Kendala  yang  dihadapi  oleh  
para penegak hukum adalah tim-
bulnya rasa kasihan atau rasa  
simpati, terutama kepada pelaku  
yang berasal dari keluarga  kurang  
mampu. Hal ini menjadikan  
lemahnya struktur  hukum  pada  
Gampong tersebut. 2)Faktor  
Pemberia Sanksi (Substansi  
hukum/legal  subtance). Lemahnya  
struktur hukum sehingga  
berdampak pada substansi hukum  
atau pemberian sanksi. Sehingga  
pelaku  adat Gampong ragu untuk  
memberikan sanksi yang terlalu  
berat.  Lemahnya  penerapan  
sanksi  yang  diterapkan  oleh  para  
pemuka  adat  terhadap  pelaku  
zina  terutama  terhadap  masya-
rakat  dengan  golongan  ekonomi  
menengah  kebawah,  sehingga da-
pat dengan mudah  memicu  terja-
dinya perbuatan  zina  di daerah 
yang  bersangkutan dan juga me-
nimbulka  rasa  ketidakadilan bagi 
masyarakat  lain  dalam  penera-
pan  sanksi  tersebut. 3) Faktor 
Masyarakat  (Budaya hukum/legal 
culture).  
Kendala lain yang mempen-
garuhi penerapan sanksi pidana  
adat di Gampong Keude Krueng  
Geukueh, Kecamatan Dewantara,  
Kabupaten Aceh Utara, adalah  
adanya sebagian dari masyarakat  
setempat yang acuh tak acuh  
terhadap situasi dan kondisi  di  
sekitarnya. Hal ini disebabkan ka-
rena sebagian masyarakat tidak  
mau atau takut untuk terlibat da-
lam  masalah  tersebut. Faktor ini  
adalah faktor  yang sangat berpen-
garuh dalam penerapan sanksi  
pidana adat terhadap pelaku  tin-
dak pidana zina di Gampong  
Keude  Krueng Geukueh,  Kecama-
tan Dewantara, Kabupaten Aceh  
Utara (Ilyas, 2018). 
 
3.4 Upaya  Mengatasi  Hambatan  
dalam  Penerapan  Sanksi  Pi-
dana  Adat  terhadap  Pelaku  
Tindak  Pidana  Zina 
 
Demi kelancaran dalam  
menerapkan sanksi pidana adat  
terhadap pelaku tindak pidana  zi-
na di Gampong Keude Krueng  
Geukueh, Kecamatan Dewantara,  
Kabupaten Aceh Utara, maka  dila-
kukan hal-hal yang dianggap  
mampu membuat sistem hukum  
menjadi lebih baik sebagai berikut: 
Pertama, pembinaan Adat  
dan Syara’ (Struktur  hukum/legal  
strucktur). Dengan adanya pembi-
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naan dan syara’ untuk para pene-
gak hukum ini, diharapkan  adanya  
rasa keadilan dan kewajaran ter-
hadap penetapan sanksi yang  di-
berikan, karena para pemangku  
adat adalah yang paling berwe-
nang dalam menetapkan sanksi  
bagi para pelaku zina atau berpe-
ran sebagai hakim adat dalam  
lingkup wilayahnya. Pembinaan  
adat dan syara’ ini juga bertujuan  
untuk bagi para pemangku adat  
lainnya supaya dapat memilih  
atau mengajarkan generasi selan-
jutnya untuk mengambil keputu-
san yang tepat dalam permasala-
han yang dihadapinya sehingga  
dapat menjaga rasa keadilan dan  
menjaga rasa keseimbangan dalam  
masyarakat tersebut, sebagaimana 
dinyatakan dalam wawancara pe-
nulis dengan Kamaruzzaman 
(2018). 
Kedua, penetapan Kebijakan 
(Substansi hukum/legal subtance). 
Kebijakan yang ditetapkan bertu-
juan untuk mengikat masyarakat  
agar patuh dalam menjalankan  
aturan yang berlaku. Dengan  
adanya suatu kebijakan, masyara-
kat dituntut untuk berani mela-
porkan tindak pelaku zina yang  
diketahui atau dilihat secara lang-
sung karena adanya perlindungan  
dari kebijakan tersebut. Sehingga  
masyarakat merasa bertanggung  
jawab dan  ikut berperan aktif  un-
tuk menciptakan dan menjaga  ke-
seimbangan dalam lingkungannya.  
Karena masyarakat memiliki pen-
garuh yang sangat  kuat dalam  
melaksanakan  penegakan hukum. 
Disamping  itu,  kebijakan  
yang  diterapkan  oleh  Gampong  
Keude  Krueng  Geukueh,  Kecama-
tan  Dewantara,  Kabupaten  Aceh  
Utara,  adalahPemerintah  Gam-
pong membuat  aturan  gampong  
berupa  larangan  bagi  pemuda-
pemudi  berkeliaran  pada  malam  
hari  lewat  dari  pukul  00:00  WIB,  
dan  juga  aturan  bahwa  wajib  
melaporkan  kepada  aparatur  
gampong  jika  rumah  akan  
ditinggalkan  oleh  pemilik  rumah.  
Kebijakan  ini  ditetapkan  
bertujuan  untuk  mengantisipasi  
terjadinya  tindak  pidana  zina 
(Ilyas, 2018). 
Menurut Dian (2018), da-
lam wawancara penulis dengan-
nya, bahwa kebijakan ini  
kemudian mendapat respon yang  
positif dari masyarakat, dimana  
aturan yang telah ditetapkan  
tersebut sangat berdapampak  
baik bagi pemuda/i dan dianggap  
dapat mengantisipasi terjadinya  
tindak pidana zina. Selain itu, bagi  
pelajar khususnya mereka dapat  
memiliki jam tidur yang cukup  
sehingga akan membuat  
konsentrasi belajar di sekolah  
akan menjadi lebih baik. 
Ketiga, Sosialisasi Adat  
(Budaya hukum/legal culture). Da-
lam mengatasi hambatan  penera-
pan sanksi terhadap pelaku tindak 
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pidana zina di Gampong Keude  
Krueng Geukueh, Kecamatan De-
wantara, Kabupaten Aceh Utara,  
juga dilakukannya sosialisasi ten-
tang adat. Sosialisasi ini dilakukan  
dengan memberikan materi dan  
informasi tentang hukum adat.  
Sehingga dengan adanya sosialisa-
si ini dapat mengurangi terjadinya  
perilaku zina tersebut agar tidak  
menjadi budaya dalam kalangan  
masyarakat setem-
pat(Kamaruzzaman (2018). 
 
4 KESIMPULAN 
Proses  Penyelesaian  
dilakukan  dengan  kedua  pelaku  
zina  memberikan  kesaksian  di  
depan  keluarga  masing-masing,  
aparatur  Gampong,  dan  saksi,  
sehingga  kemudian  kedua  pihak  
setuju  menyelesaikan  perkara  
secara  adat  Gampong  melalui  
rapat  adat  Gampong. Dalam  pe-
nerapan  sanksi  terhadap  pelaku  
tindak  pidana  zina  terdapat  be-
berapa  sanksi  yang  dikenakan  
kepada  pelaku,  antara  lain  di-
denda  berupa  50  zak  semen,  
pengusiran  dari  Gampong,  dan  
bersedia  untuk  dinikahkan.  Pe-
nerapan  sanksi  pidana  adat  ter-
hadap  pelaku  tindak  pidana  zina  
di  Gampong  Keude  Krueng  Geu-
kueh,  Kecamatan  Dewantara,  Ka-
bupaten  Aceh  Utara  ini  sudah  
diterapkan. 
Terdapat beberapa  
Hambatan dalam penerapan  sank-
si pidana adat terhadap pelaku  
tindak pidana zina di  Gampong  
Keude Krueng Geukueh, Kecama-
tan Dewantara, Kabupaten Aceh  
Utara, antara lain yaitu disebabkan  
oleh faktor penegak hukum dan  
faktor masyarakat. Kemudian,  
Upaya yang dilakukan untuk men-
gatasi hambatan dalam penerapan  
sanksi terhadap  pelaku  tindak pi-
dana zina di Gampong  Keude Kru-
eng Geukueh, Kecamatan  Dewan-
tara, Kabupaten  Aceh  Utara,  an-
tara lain  adalah  dengan  membe-
rikan pembinaan tentang adat  dan 
syara’, menerapkan kebijakan-
kebijakan yang  mengikat masya-
rakat untuk berani melaporkan  
tindak pidana zina yang diketahui  
atau dilihatnya secara langsung,  
dan mengadakan sosialisasi ten-
tang adat untuk mengurangi terja-
dinya tindakan zina dan mencegah  
zina tersebut agar tidak menjadi  
budaya dalam kalangan masyara-
kat  setempat. 
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